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Bagi tenaga kerja perempuan dengan adanya peraturan didalam pasal 83 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa 
Pekerja/Buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan 
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu 
kerja. Fakta yang tampak, di PT Berlian Inti Mekar tidak menyediakan fasilitas 
khusus untuk keberlangsungan proses menyusui. Penelitian ini memfokuskan 
kepada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi terhadap hak tenaga 
kerja perempuan dalam pemberian Air Susu Ibu Ekslusif disaat jam kerja 
berdasarkan pasal 83 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan faktor penghambat penerapan hak tenaga kerja perempuan 
tersebut dalam pemberian Air Susu Ibu Ekslusif disaat jam kerja di PT Berlian 
Inti Mekar. 
Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis disebut 
juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 
serta yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini 
dilakukan langsug ke lapangan dengan melakukan observasi dan pengamatan serta 
di lanjutkan dengan wawancara pada PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun 
kabupaten Siak tentang penerapan terhadap hak tenaga kerja perempuan dalam 
pemberian Air Susu Ibu Ekslusif disaat jam kerja. Sedangkan sifat penelitian ini 
adalah deskriftif yaitu menggambarkan masalah yang diteliti sesuai data yang di 
peroleh kemudian di analisa. Metode deskriftif ini merupakan suatu metode dalam 
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengenai 
Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Air Susu Ibu 
Ekslusif di saat Jam Kerja di PT Berlian Inti Mekar belum terlaksana sepenuhnya. 
Hal ini peneliti dapati terjadi berdasarkan dua faktor:,(1).faktor internal, yang 
meliputi:,(a).kurangnya kesadaran perusahaan,(b).keterbatasan ruang fasilitas 
bangunan,(c). minimnya jumlah tenaga kerja,(d).kurangnya informasi,(e). 
kurangnya komunikasi,(f). kurangnya pemahaman hukum.(2).faktor eksternal, 
yang meliputi:,(a). kurangnya pengawasan dan sosialiasi dari dinas tenaga kerja 
dan Transmigrasi,(b).tidak adanya penerapan sanksi 
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A. Latar Belakang 
Perempuan sudah sejak lama memiliki peran ganda, sebagai ibu yang 
merawat suami dan anak-anak juga sebagai pekerja di luar rumah. Perempuan 
yang bekerja diluar rumah dewasa ini juga merambah ke berbagai profesi, 
bahkan hampir setara dengan laki-laki, mulai dari yang bekerja kasar sampai 
di balik meja. Sesuai kodaratnya, perempuan diberi kelebihan untuk hamil, 
melahirkan dan menyusui. Sejatinya sebagi ibu, perempuan yang dikatakan 
makhluk lemah, bahkan lebih dituntut di bandingkan laki-laki karena ia 
mampu bekerja sebagai apapun sembari mengurus keluarga
1
. Dengan peran 
ganda tersebut para perempuan harus mengahadapi beberapa potensi konflik. 
Diantara konflik tersebut ialah peran konflik perempuan sebagai pekerja, 
tanggung jawab sosial, konflik terkait kinerja dan produktivitas serta peran 
laktasi atau menyusui.  
Mengigat begitu pentingnya keberadaan tenaga kerja dalam 
menjalankan sebuah bisnis, maka diperlukan usaha-usaha untuk membina, 
mengarahkan serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja atau buruh 
agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi tenaga kerja atau buruh. Sehingga 
tenaga kerja atau buruh merasa aman dan nyaman dalam bekerja.
2
 
                                                             
1
 Tagar News,‖Perempuan Pekerja Usia Produktif Dilema Antara Bekerja Dan Menyusui 
Bayi”, diakses dari http;//www.tagari.id/, pada tanggal 05 September 2019 pukul 20.49 
2
 Adi Pranata Saputra,‖ perlindungan Hukum Terhadap Buruh diPelabuhan Syngai Duku 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan”, diakses dari 




Tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja pada pabrik atau suatu 
perussahaan untuk mendapatkan hasil pendapatan berupa gaji atau upah dari 
hasil produktivitas yang dilakukanya. Jika dilihat dari segi ekonomi, tenaga 
kerja adalah sebagian dari penduduk yang berfungsi ikut serta dalam proses 
produksi dan menghasilkan barang dan jasa. 
3
 
Dalam pasal 1 Undamg-Undang No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-
ketentuan pokok mengenai Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja 
adalah ―Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di luar maupun 
di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan 
bahwa pengertian tenaga kerja menurut undang-undang ini meliputi ―Tenaga 
kerja yang bekerja di luar maupun di dalam hubngan kerja dengan alat 
produksi adalah tenaganya sendiri, baik pisik maupun pikiran. Ciri khas dari 




Sedangkan  dalam pasal 1 point 2 Undang-Undang No. 25 tahun 1997 
tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerjaja adalah ―Setiap 
orang laki-laki maupun wanita yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan, 
baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau 
jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakt‖.
5
 
                                                             
3
 Poartadirejo, Menajemen Sumber Daya Manusia, ( Bandung: CV. Mandar Maju, 2008 ), 
hal. 220 
4
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada, 2001 ), hal.9   
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Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1997 
tentang ketenagakerjaan diatas, dengan sangat jelas dan menyebut secara 
detail bahwa tenaga kerja terdiri dari orang-orang yang sedang melakukan 




Seterusnya mengenai pengertian tenaga kerja yang tertera didalam 
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan 
bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri maupun untuk masyarakat.
7
 
Untuk melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh, 
memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, 
terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan permasalahan 
ketenagakerjaan di Negara kita sangatlah kompleks. Permasalahan tersebut 
bisa muncul dari dalam perusahaan atau bahkan bisa muncul dari tenaga kerja 
atau buruh itu sendiri. 
Pada abad ke XII Thomas Aquinas mempertegas, bahwa manusia 
adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat 
mengembangkan kepribadian dan rasionya. Sebagai konsekuensi logis dari itu, 
maka perlu kestabilan dalam masyarakat, sehingga perlu kekuasaan sebagai 
pengaturnya.
8
  Pemerintah selaku pembina, pengawas dan penindakan hukum 
                                                             
6
 Lalu Husni, Loc. Cit. 
7
 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
8
 Mahrus Ali, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat,( Depok: Gramata Publishing, 2011 




melaksanakan aturan hukum dengan hati-hati mengigat posisi pengusaha dan 
pekerja merupakan aset potensial bagi negara, sekaligus subyek pembangunan 
nasional yang berkedudukan sama dihadapan hukum. Aturan hukum 
merupakan pedoman bagi tingkah laku, wajib dipatuhi para pihak dan dengan 
penuh rasa tanggung jawab. Kepatuahan bukan merupakan paksaan, 
melainkan budaya taat terhadap ketentuan hukum.
9
 
Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat melindungi 
dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hukum ketenagakerjaan dalam 
memberikan perlindungan harus berdasarkan kepada dua aspek :
10
 
 Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan 
perundang-undangan (heterotom) dan hukum yang bersifat otonom. Ranah 
hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai cita-cita 
keadilan dan kebenaran, berkepastian dan mempunyai nialai mamfaat bagi 
para pihak dalam proses produksi. Hukum keteagakerjaan tidak semata 
mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi 
perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan yang 
sangat lemah, jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan. 
Hukum memberi mamfaat bagi pekerja yang kurang beruntung, antara lain 
seperti tingkat kesejahteraan, standar pengupahan serta syarat kerja, 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan 
                                                             
9
 Ibnu syuja’i, hukum ketenagakerjaan atau perburuhan, hal.1, di akses dari 
http;//www.academia.edu// pada tanggal  09 Oktober 2019 pukul 00.27 
10
 Krismena Natalina Panjaitan, Pembinaan Karier Ketenagakerjaan Dalam Perbankan ( 




makna keadilan menurut ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 
1945, bahwa: ―Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan‖. Demikian pula ketentuan pasal 28 D ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: ―Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja‖. 
Kedua, hukum normatif pada tingkat implementasi memberikan 
konstribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum dan 




Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti kita membicarakn hak-
hak asasi, maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi (fundamental rights) 
artinya hak yang bersifat mendasar (grounded), pokok atau prinsipil.
12
 Hak 
asasi adalah hak yang melekat pada diri  pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa 
sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas/terpisah dari diri pekerja itu akan 
menjadi turun derajat dan harkatnya sebagai manusia. Pengeertian hak asasi 
manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak 
manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian ini 
merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara 
akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal-usul atau 
sumber diperolehnya hak tersebut.
13
 Bagi H.L.A hart, hak dalam arti modern 
itu baru bisa timbul sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap manusia. 
                                                             
11
 Ibid, hal. 17. 
12
 Pius A Pratanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, ( Surabaya: Arkola, 
1994 ), hal.48 
13
 DR. Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asai Manusia (Bandung: CV 




Dalam pandangan Hart, keinsyafan akan martabat manusia sebagai makhluk 
yang bebas dan otonom merupakan syarat mutlak yang memungkinkan diakui 
hak-haknya.
14
 Teori yang paling sering muncul dalam sumber hak manusia, 
ialah bahwa keistimewaan manusia (sebagai dasar hak-hak) terletak dalam 
wujud manusia sendiri, sebagaimana didapati olehnya melalui pikiranya.
15
 
Sementara menurut Franz Magniz-Suseno, sesuatu menjadi hak saya, apabila 
saya dapat menuntut agar sesuatu itu dapat diberikan kepada saya dan apabila 
orang lain wajib untuk memberikan apa yang saya tuntut itu.
16
 Akan tetapi, 
persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika 
mengimplementasianya dalam kehidupan bersama manusia. Ia mulai menjadi 




 Sedangkan hak yang bukan asasi berupa hak pekerja/buruh yang telah 
diatur dalam peraturan perundang-undanan yang sifatnya non asasi.
18
 
Kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut memang untuk 
mensejajarkan antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam kejadian tidak 
terjadi ketimpangan di antara keduanya, berada pada proporsinya masing-
masing. Dengan demikian, kedudukan undang-undang tersebut tidak semata-
mata hanya kesepakatan kerja bahkan lebih tinngi dari kesepakatan kerja maka 
kesepakatan kerja dalam bentuk apapun bisa batal apabila melanggar undang-
                                                             
14
 K. Bertens, Etika, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001 ), hal. 178 
15
 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada ), hal. 326. 
16
 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasarr Kenegaraan 
Modern) , ( Jakarta: PT Gramedia Pusaka, 1999 ), hal. 72. 
17
 Ahmad kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam, ( Jakarta: Salemba Diniyyah,2003 ), 
hal.20 
18






. Ada beberapa beberapa aspek hukum Ketenagakerjaan 
dalam hubungan kerja (during employment) dua diantarnya adalah : 
Pertama perlindungan norma kerja. Perlindungan ini dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja yang berkaitan 
dengan norma-norma kerja yang meliputi (waktu kerja, mengaso, dan cuti atau 
istirahat, pembatasan pekerja anak dan wanita). 
Kedua pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawasan Ketenagakerjaan 
yang di atur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 dimaksudkan agar 
perusahaan yang merupakan alat perekonomian tersebut dapat berjalan dengan 
lancar, berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan tidak mengalami 
hambatan-hambatan yang di sebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain itu pengawasan Ketenagakerjaan dimaksudkan 
untuk mendidik agar pengusaha/perusahaan selalu tunduk untuk menjalankan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingg akan dapat menjamin 
keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena seringkali 
perselisihan ketenagakerjaan disebabkan karena majikan tidak memberikan 




Mengigat begitu besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari 
perlindungan tenaga kerja atau buruh, maka pemerintah mengeluarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. Adapun landasan, asas dan tujuan dikeluarkanya Undang-
                                                             
19
 Ibid., hal.269.   
20
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, ( Jakarta: PT Raja 




Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
adalah pebanguna Ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indoneesia Tahun 1945. Dalam pasal 3 
dijelaskan bahwa Pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas 




Selanjutnya dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa pembangunan 
ketenagakerjaan bertujuan : 
1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi. 
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan; dan 
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
Berdasarkan penjelasan Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 4 di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa salah satu tujuan diberlakukannya perlindungan hukum terhadap tenaga 




Kesejahteraan adalah suatu kondisi aman sentosa dan makmur 
terhindar dari berbagai ancaman dan kesulitan  yang dirasakan seseorang yang 
telah /sedang melakukan pekerjaan disuatu tempat atau perusahaan. Pemikiran 
                                                             
21
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
22




pertama tentnag keselarasan hidup manusia dikemukakan oleh Aristoteles, 
pemikir yunani pada abad IV SM, yang menyatakan bahwa untuk mencapai 
tujuan hidup manusia membutuhkan manusia yang lain, sehingga keberadaan 
masyarakat mutlak agar individu manusia dapat memiliki arti dan 
berkemmbang.
23
 Usaha-uasaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau 
pegawai merupakan suatu uasaha untuk meningkatkan kesejahteraan 
karyawan atau pegawai adalah sebagai berikut :
24
 
1. Pemberian gaji atau upah yang adil. 
2. Asuransi. 
3. Melalui promosi atau kenaikan jenjang. 
4. Pemberian fasilitas. 
5. Kondisi kerja yang aman, nyaman dan menarik. 
6. Memberikan penghargaaan untuk mendorong kinerja. 
Perlindungan hak-hak khusus bagi tenaga perempuan yang berkaitan 
dengan fungsi reproduksi telah menjadi salah satu isu yang cukup penting 
dalam gerakan serikat pekerja di Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah 
menetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh.
25
 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan payung 
sekaligus hukum positif bagi tenaga kerja perempuan yang berkaitan dengan 
fuungsi reproduksi, diantaranys:  
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1. Tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. 
2. Pekerja wanita harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusi 
bayinya pada jam  kerja. 
3. Pekerja wanita harus di berikan istirahat selama 1.5 bulan sebelum dan 1.5 
bulan sesudah melahirkan. 
4. Perpanjangan istirahat kepada tenaga kerja perempuan sebelum, pada saat 
melahirkan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, jika menurut 
keterangan dokter perlu menjaga kesehatanya.
26
 
Pembatasan dan laragan bagi tenaga kerja perempuan untuk 
menjalankan pekerjaan sebgaimana disebutkan di atas di maksudkan unutk 
melindungi tenaga kerja perempuan itu sendiri dari norma kesusilaan maupun 
untuk menjaga pisiknya karena secara kodrati pisik perempuan lebih lemah 
dibandingkan dengan laki-laki. 
Terkhusus bagi pekerja perempuan yang sedang dalam menyusui anak 
di waktu pemberian ASI eksklusif, ini di atur dalam pasal 83 Undang-Undang 
nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa, ― Pekerja/buruh perempuan yang 
anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui 
anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja‖. 
Pentingnya penerapan peraturan terkait hak menyusui anak pada waktu 
kerja dalam Undang-Unang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
tidak lain adalah untuk melindunngi hak anak sebagai calon generasi penerus 
bangsa agar tetap mendapatkan asupan gizi yang berkualitas yang tidak 
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tergantikan oleh produk makanan apapun, sehingga nantinya dapat menjadi 
generasi cerdas dan turut membangun bangsa dan negara di masa mendatang, 
meskipun dilakukan selama ibu bekerja.
27
 Adanya hak pada seseorang berarti 
bahwa ia mempunyai suatu ―keistimewaan‖ yang membuka kemungkinan 
baginya untuk di perlakukan sesuai dengan ―keistimewaan‖ yang dimilikinya.  
Sebaliknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa 




ASI ekslusif adalah pemberian air susu ibu saja selama enam bulan 
pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. Tidak ada asupan yang 
lebih baik untuk bayi selain ASI. Air susu ibu adalah sebuah cairan tanpa 
tanding ciptaan Yang Maha Kuasa unutuk memenuhi gizi bayi dan 
melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Air susu 
yang di  produksi secara alami oleh tubuh ini memiliki kandungan nutrisi yang 
penting bagi tumbuh kembang bayi, seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan 
lemak. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat 
terbaik dan mudah di cerna oleh bayi baru lahir. 
PT Berlian Inti Mekar merupakan  perusahaan kelapa sawit yang 
terletak di KM 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. PT Berlian 
Inti Mekar mempekerjakan tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan. 
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Tertuju  bagi tenaga kerja perempuan dengan adanya peraturan 
didalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan mengatur bahwa Pekerja/Buruh perempuan yang anaknya 
masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya 
jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Kemudian peraturan didalam 
pasal 128 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 mengatur bahwa 
(1) setiap bayi berhak mendapat air susu ibu ekslusif sejak dilahirkan selama 6 
(enam) bulan, kecuali atas inidikasi medis. (2) selama pemberian air susu ibu, 
pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus 
mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyedian waktu dan fasilitas 
khusus. (3) Penyedian fasilitas khusus sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) 
diadakan di tempat kerja dan sarana umum.
29
 Fakta yang tampak, di PT 
Berlian Inti Mekar tidak menyediakan fasilitas khusus untuk keberlangsungan 
proses menyusui. Fasilitas khusus yang dimaksud disini diantaranya adalah 
Ruang Laktasi. 
Keberadaan Ruang Laktasi di tempat kerja sangat di perlukan ibu 
menyusui  untuk mendukung pemberian ASI ekslusif, dikarenakan dengan di 
berikannya fasilitas menyusui, terbukti angka kehadiran di perusahaan tampak 
meningkat. Pekerja perempuan yang sekaligus seorang ibu menjadi tidak 
sering izin hanya karena menjaga bayi, bayi tumbuh dengan sehat sehingga 
ibu tidak harus izin untuk bekerja disebabkan bayi yang sakit. 
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Namun, pada kenyataanya di PT Berlian Inti Mekar tidak tersedia 
Ruang Laktasi sebagai fasilitas ibu menyusui.  
Berdasarkan latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Hak Tenaga Kerja 
Perempuan dalam Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif Disaat Jam Kerja 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
 
B. Batasan Masalah 
Sehubungan dengan latar belekang yang terkait, maka penulis perlu 
membatasi permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini agar tidak 
memberikan penjabaran serta keterangan yang meluas. Adapun yang dibahas 
dalam penelitian ini adalah meliputi tentnag Implementasi Terhadap Hak 
Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Asi Ekslusif Disaat Jam Kerja di 
PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaen Siak. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana implementasi hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian 
air susu ibu ekslusif disaat jam kerja berdasarkan pasal 83 Undang-
Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 
2. Apa faktor penghambat penerapan hak tenaga kerja perempuan dalam 







D. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Terhadap 
Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif 
disaat Jam Kerja di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaen 
Siak. 
2. Untuk mengetahui hambatan penerapan hak tenaga kerja perempuan 
dalam pemberian air sus ibu ekslusif disaat jam kerja di PT Berlian Inti 
Mekar. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada 
Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim 
Riau 
2. Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat maupun   
pengusaha agar mengetahui penerapan terhadap hak tenaga kerja 
perempuan dalam pemberian ASI ekslusif disaat jam kerja. 
3. Diharapkan dapat memberikan konstribusi terhaadap pengembangan ilmu 






F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum 
sosiologis disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji 
ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan 
dimasyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan langsug ke 
lapangan dengan melakukan observasi dan pengamatan dan di lanjutkan 
dengan wawancara pada PT Berlian Inti Mekar tentang penerapan 
terhadap hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian ASI ekslusif disaat 
jam kerja. 
Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriftif yaitu 
menggambarkan masalah yang diteliti sesuai data yang di peroleh 
kemudian di analisa. Metode deskriftif ini merupakan suatu metode dalam 
meneliti status sekelompok manusia , suatu objek, suatu set kondisi, suatu 
sistem pemikiran, ataupun suautu kelas peristiwa pada masa sekarang.
30
 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun 
Kabupaten Siak. Penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian 
karena masalah tersebut terjadi di PT Berlian Inti Mekar Kecamatan 
Dayun Kabupaten Siak. 
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3. Subjek dan Objek Penelitian. 
a. Subjek Penelitian ini adalah PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun 
Kabupaten Siak. 
b. Objek penelitian ini adalah Implementasi Terhadap Hak Tenaga Kerja 
Perempuan Dalam Pemberian Asi Ekslusif disaat Jam Kerja. 
4. Populasi dan sampel 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri 
yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda , kejadian 
kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama
31
, Sampel 
adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek 
penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel 
pada penelitian ini ialah Total Sampling, yaitu mengambil jumlah sampel 
sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini. 
Tabel 1.1 
Populasi dan Sample 
 
NO Nama Populasi Sample Ket 
1 Tenaga Kerja Perempuan 10 10 100% 
2 Direktur PT.BIM 1 1 100% 
3 
Kepala Bagian HUMAS 
PT.BIM 
1 1 100% 
4 
Kepala Bagian HUMAS 
Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten Siak 
1 1 100% 
 Jumlah 13 13 100% 
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5. Sumber Data 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan 
dengan melakukan Observasi dan Wawancara. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
yang berupa bahan tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang – 
undangan dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 
c. Data Tersier yaitu merupakan data penunjang dari kedua data diatas 
yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui 
kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan 
dengan masalah yang diteliti. 
6. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan 
untuk melihat secara jelas apa yang terjadi di lapangan. 
b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab langsung 
dengan pihak PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten 
Siak. 
c. Studi Pustaka yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian 
ini. 
d. Studi Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang 






7. Metode Analisis Data 
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 
penelitian kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis 
maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang  ada dilapangan. Tahap 
yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan 
secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai Implementasi 
Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam  Pemberian Asi Ekslusif Disaat Jam 
Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan pada PT Berlian Inti Mekar, serta menganalisa data 
tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 
umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 
8. Metode Penulisan 
Setelah data–data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya 
dengan Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang di awali 
dengan menggunakan kaedah–kaedah umum, kemudian dianalisa dan 
diambil kesimpulan secara khusus 
 
G. Sistematika Penulisan 
Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, 
maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan 







BAB I : PENDAHULUAN  
  Bab berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 
Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 
Penelitian dan Sistematika Hukum. 
BAB II  : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 
  Bab ini berisi tentang Gambaran Umum, Sejarah Berdirinya PT 
Berlian Inti Mekar. 
BAB III : TINJAUAN TEORITIS 
     Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Implementasi, Hak Tenaga 
Kerja, Tenaga Kerja Perempuan, Tinjauan Umum ASI Ekslusif. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini berisi tentang : 
1. Implementasi Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam 
Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif Disaat Jam Kerja 
Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
dan  
2. Hambatan Penerapan Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan 
Dalam Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif disaat Jam Kerja di 
PT Berlian Inti Mekar. 
BAB V   : PENUTUP 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kabupaten Siak 
Kabupaten siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. 
Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri 
Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapuara adalah Kerajaan Melayu Islam 
yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan 
ini didirikan di Buantan (salah satu desa yang ada di kecamatan Siak, 
kabupaten Siak) oleh raja kecil dari Pagaruyuang bergelar Sultan Abdul Jalil 
pada tahun 1723. 
Tidak lama setelah proklamasi di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan 
Syarif Kasim II merupakan Sultan Siak terakhir yang menyatakan keraajaanya 
bergabung dengan negara Republik Indoneesia, Sultan Syarif Kasim II 
menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilyah Indonesia.  Kemudian 
wilayah ini menjadi Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang 
kemmudian berubah status menjadi Kabuapaten Siak. Pada tahun 1999 
berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten 
Siak ibu kotanya Siak Sri Indrapura.
32
 
Sesuai kebijakan otonomi daerah, Kabupaten Siak terpisah dari 
Kabupaten Bengkalis, Riau. Setelah berpisah, Siak kini berkembang menjadi 
daerah unggulan dengan beragam potensi di antaranya perkebunan, 
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pembangunan kawasan industri, serta peningkatan kualitas sumber daya 
manuia. Semua potensi ini sudah barang tentu memberikan konstribusi yang 
besar dalam pendapatan daerah.
33
 
1. Luas dan Batas Wilayah 
Kabupaten Siak memiliki luas 8.556,09 km
2
. Terdapat padanya 
sungai yang di kenal dengan sebutan Sungai Siak yang membelah wilayah 
Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang 
tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Suangai Siak terkenal sebagi 
sungai yang terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang 
tinggi, diantaranya sebagai sarana transportasi dan perhubungan. 
 Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 122 
Desa. Kabupaten Siak terletak sekitar 130 km dari kota Pekanbaru, 
beberapa diantara potensi keunggulan Kabupaten Siak berupa minyak, 
perkebunan sawit dan karet. Khusus bagi perkebunan sawit Kabupaten 
Siak memiliki perkebunan sawit yang cukup luas.  
Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai 
berikut :   
Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan   
Meranti. 
Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota  
Pekanbaru. 
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Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan 
Kepulauan Meranti 
Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. 
2. Letak Geografis 
Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’ 
30‖ – 00 20’ 49‖ Lintang Utara dan 100 54’ 21‖ 102 102
0 
10’ 59‖ Bujung 
Timur. Secara fisik geografis Kabupaten Siak memiliki kawasan pesisir 
pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk 
kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indoesia-
Malaysia-Singapura. 
Selain Sungai Siak, daerah ini jugaa dialiri sungai-sungai lain, 
yaitu: sungai Mandau, Suangai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai 
Rawa, Sungai Buantan, Sungai Limau dan Suangai Bayam. Sedangkan 
danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau 
Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, 
Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa. 
Kondisi alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran 
rendah di baian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah Barat. Pada 
umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik tanah merah kuning 
dan batuan, alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk 
rawa-rawa atau tanah basah. Lahan seperti ini subur untuk pengembangan 




3. Iklim dan Geologi 
Iklm Kabupaten Siak pada umumnya suasana cuaca daerah ini 




 Celcius, dengan 
kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. 
 
B. Kondisi Sumber Daya Alam Kabupaten Siak  
1. Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya mineral berupa 
minyak dan gas bumi. Lapangan Minyak dan gas bumi pada cekungan 
Sumatera Tengah umumnya terperangkap dalam struktur lipatan antiklin. 
Diyakini minyak bumi tersebut merupakan migrasi dan formasi Bangko. 
Selain minyak bumi, gas juga ditemukan pada formasi Sihapas dan dalam 
jumlah yang besar ditemukan pada lapangan Libo dan Talas.  
2. Sumber Daya Lahan 
Lahan yang ada di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa 
penggunaan lahan yang terbesar di Kabupaten Siak adalah penggunaan 
lain-lain seluas 231.152,45 hektar atau sekitar 33,7% dari seluruh lahan 
yang ada. Selanjutnya seluas 158.339,08 hektar atau sekitar 23,1% berupa 
hutan negara, 143.375,85 hektar atau sekitar 20,9% untuk perkebunan, dan 
seluas 133.022,95 hektar atau sekitar 19,4% sementara tidak diusahakan.
34
 
Potensi gambut di Kabupaten Siak ini mempunyai wilayah yang 
cukup luas daerah penyebarannya. Penyebaran lahan gambut ini 
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menempati satuan dataran rendah. Daerah kawasan gambut terletak di 
sekitar daerah Libo ke arah utara dan barat, daerah sekitar Lubuk Dalam 
ke arah timur hingga daerah Zamrud, daerah Kec, Sungai Apit dan daerah 
Perawang. 
 
C. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Siak 
1. Demografi 
Jumlah penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi penduduk 
tahun 2017 sebanyak 465.414 jiwa yang terdiri atas 238.837 jiwa 
penduduk laki-laki dan 226.577 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan 
dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Siak 
mengalami pertumbuhan sebesar 2,73. Sementara itu besarnya angka rasio 
jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk 
perempuan sebesar 105.  
Kepadatan Penduduk di empat belas kecamatan cukup beragam 
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tualang 
dengan kepadatan sebesar 373 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan 
Sungai Mandau sebesar 5 jiwa/Km2. 
2. Pendidikan  
Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Siak masih tergolong 
rendah. Dari jumlah penduduk Kabupaten Siak tahun 2017 sebanyak 
417.386 jiwa, yang telah menamatkan pendidikan SLTA/sederajat 
sebanyak 86.102 jiwa (20,63%), sedangkan yang telah menamatkan 




berjumlah 17.704jiwa (4,24%). Dengan demikian penduduk yang berhasil 
menyelesaikan pendidikan minimal SLTP/sederajat atau yang lebih tinggi 
berjumlah 146.084 jiwa (35%). Sedangkan yang menyelesaikan tingkat 
pendidikan SLTP/sederajat sebanyak 62.319 jiwa (14,93%) dan 
SD/sederajat sebanyak 83.765 jiwa (20,07%). Penduduk yang tidak/belum 





Sarana peribadatan di Kabupaten Siak baik yang dibangun oleh 
pemerintah maupun masyarakat terdiri dari mesjid, mushalla/langgar, 
gereja, church, vihara, pura, dan kelenteng. Sebagai agama mayoritas yang 
dianut oleh masyarakat Kabupaten Siak, fasilitas sarana peribadatan agama 
islam seperti mesjid dan mushalla/langgar lebih banyak daripada fasilitas 
sarana peribadatan agama lainnya. 
 
D. Sejarah Singkat Kecamatan Dayun 
Terbentuknya Kecamatan Dayun sebagai suatu wilayah peradaban 
yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta 
pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah 
otonomi Kabupaten Siak, merupakan apresiasi masyarakat yang bermanfaat 
untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurussan 
administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat 
yangdiperintahnya. 
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Kecamatan Dayun yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa 
Dayun yang kurang lebih jaraknya 21 km dari pusat pemerintahan siak yang 
dapat ditempuh  melalui jalur darat. Kecamatan Dayun merupakan hasil 
pemekaran dari Kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi empat kecamatan 
yaitu: Kecamatan Dayun, Kecamatan Tualang, Kecamatan Kerinci Kanan, 
Dan Kecamatan Siak yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan pada 
perda no. 13 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten 
Siak. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga 
pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah 
jangkauan pembangunan dan pemerintahan kecamatan. Dengan demikian 
potensi yang ada di kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat 
dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang 
lebih baik di bandingkan dengan pemerintah yang lama. 
Desa Dayun adalah salah satu Desa di Kecamatan Dayun Kabupaten 
Siak yang merupakan Ibu kota Kecamatan Dayun, berjarak 18 km dari Ibu 
Kota Kabupaten Siak, berjarak 116 km dari Ibu Kota Propinsi Riau 
Pekanbaru. Desa Dayun terletak di dalam wilayah Kecamatan Dayun 
Kabupaten siak Propinsi Riau yang berbatasan dengan :  
 Sebelah Utara  : Merempan/Sei Mempura  
 Sebelah Timur : Benteng Hulu/Sei Mempura  
 Sebelah Selatan  : Kabupaten Pelalawan  
 Sebelah Barat  : Desa Banjar Seminai/Pangkalan Makmur  
 Luas wilayah Desa Dayun adalah 241.743 Ha dimana Geogarafi 




dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk Penyesuaian 
Iklim Desa Dayun, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia 
mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 
langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Dayun 
Kecamatan Dayun.
36
 Penduduk Desa Dayun berasal dari berbagai daerah yang 
berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal 
dari Suku Melayu Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong 
royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak 
adanya Desa Dayun dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan 
adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat 
Desa Dayun adalah salah satu desa yang terdapat di wilayah 
Kecamatan Dayun yang meruakan Desa tempat peneliti melakukan penelitian. 
 
E. Sejarah Singkat PT Berlian Inti Mekar 
PT Berlian Inti Mekar adalah perusahaan yang berdiri paa tahun 2012 
bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Dayun, 
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Provinsi Riau. 
1. Visi & Misi 
Visi perusahaan adalah menjadi salah satu perusahaan terbaik di 
dunia, yang mengtamakan kesejahteraan stakeholder dan ramah lingkungan 
dalam memproduksi minyak sawit yang berkelanjutan. Misi perusahaan 
adalah menjadi perusahaan yang tumbuh berkembang secara berkelanjutan 
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dengan menerapakan sistem menajemen mutu, lingkungan dan K3 yang 
didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, teknologi dan sistem 
informasi yang handal serta struktur keungan yang sehat. 
2. Strategi Usaha 
a. Pengembangan usaha pengolahan minayak kelapa sawit 
b. Kerjasama strategi dengan mitra bisnis  
c. Peluang untuk melakukan akuisisi 
d. Meningkatkan efisiensi melalui operasional yang bermutu dan 
mekanisasi kegiatan operasional tertentu secara selektif 
e. Perseroan akan terus menjaga sistem operasional yang terbaik dengan 
memeperbarui SOP secara rutin. 
f. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi kaaryawan dan 
mendorong karyawan dalam mengembangkan diri sebagai bagian dari 
investasi perusahaan 
g. Menyelenggarakan pelatihan teknis untuk staff dengan tujuan untuk 
meningkatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan sumber daya manusia 







A. Teori Negara Hukum 
1. Pengertian Negara Hukum 
Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah ―De taat waarin de 
wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht‖ (negara, 
dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu 
kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka 
merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka 
diwujudkan dengan cara, ―Enerzijds in een binding van rechter 
administatin  aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de 
bevoegdheden van de wetgever‖, (disatu sisi keterikatan hakim dan 
pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan 
kewenangan oleh pembuat undang-undang.)
37
A.Hamid S. Attamimi 
dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechstaat) 
secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar 
kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala 
bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. 
38
Menurut Philipus M. 
Hadjon, ide rechsstaat cenderung ke arah positivisme hukum yang 
membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh 
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badan pembentuk undang-undang. 
39
Dalam negara hukum segala sesuautu 
harus dilakukan menurut hukum (evrithing must be done according to 
law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada 
hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.
40
 
2. Konsep Negara Hukum 
Sejak dulu kala orang telah mencari arti negara hukum, diataranya 
Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan konsep nomoi yang dapat 
dianggap sebagai cikal bakal tetang pemikiran negara hukum.
41
Aristoteles 
mengemukakan ide negara hukum yang diartikannya dengan arti negara 
yang dalam perumusannya masih terkait pada ―polis‖. 
42
Bagi Aristoteles, 
yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang 
adil, dan kesusilaaanlah yang menetukan baik buruknya suautu hukum. 
Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang 
akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan 
seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu ―negara hukum‖. 
43
Ide 
negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan 
―keadilan‖, bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila 
keadilan telah tercapai. Artinya bahwa, konsepsi pemikiran tersebut 
mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti ―ethis‖ dan sempit. 
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Dikarenakan tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. 
Teori-teori yang mengajarkan hal terbut dinamakan teori ethis, sebab 
menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran 
ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak aidil. 
44
Lebih lanjut 
para ahli yang menganut paham ini, berpendapat bahwa hukum bukanlah 
semata-mata apa yang secara formil diundangan oleh badan legislatif suatu 
negara. Hukum (kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan 
hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan 
merupakan pencipta hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan 
ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-
benar merupakan hukum. Menurut teori kedaulatan negara segala sesuatu 
dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi 
kekuasan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan 
bahwa hukum tidak lain dari kemauan negara itu sendiri yang 
dikonkretkan. 
45
Dalam perkembangannya para ahli menganggap bahwa 
kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya mereka 
berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 
Aliran ini lebih memperhatikan realitas dengan kenyataan-kenyataan 
sejarah. Bahkan lebih ekstrim lagi kita dapat melihat prinsip negara hukum 
yang dikemukakan oleh Hans Kalsen, dimana beliau mengatakan bahwa 
pada hakekatnya negara indentik dengan hukum, maka dari itu tertib 
hukum tidak ada bedanya dengan tertib negara. Hukum berlaku souverein, 
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hukum berlaku objektif, terlepas dari pengakuan rakyat, terlepas dari 
penerimaan rakyat dan terlepas dari psycholgische wortel. 
46
Pandangan-
pandangan Hans Kalsen di atas merupakan pandangn paling ekstrim dari 
beberapa pengikut paham kedaulatan hukum. 
3. Unsur-Unsur Negara Hukum 
Ada dua tokoh yang mengambangkan unsur negara hukum yaitu 
Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara hukum 
rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang penting dalam sebuah 
negara yang taat terhadap hukum antara lain: 
a. Hak-hak asasi manusia 
b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan. 
c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang telah ada. 
d. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri. 
Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari 
kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai 
unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu:  
a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-
wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar 
hukum 
b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi 
maupun dalam kualifikasi pejabat negara. 
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B. Teori Implementasi 
1. Pengertian Implementasi 
Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 
Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah 
dirancang atau disusun untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, 
implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya 
apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar 
yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau 
menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara 
rancangan dengan implementasi. Implementasi merupakan suatu proses 
penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan 
praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan 
pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.
48
  
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 
biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap 
sempurna.Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari 
kata  bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.
49
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Berikut ini adalah beberapa penjabaran mengenai pengertian 
implentasi menurut pendapat para ahli. 
Menurut Nurdin Usman implementasi adalah nermuara pada 
aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implemantasi 




Menurut Guntur Setiawan implementasi adalah  perluasan aktivitas 
yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan 




Menurut Hanifah implementasi adalah suatu proses untuk 
melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam 




Dari pendapat para ahli di atas menyatakan bahwa kata 
implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan 
mekanisme memaparkan arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, 
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan suatu 
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kegiatan. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan 
dirumuskan dengan tujuan yang jelas 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi 
Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), menggolongkan 
kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah 
perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan 
antara pemerentah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur 




a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan 
menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, 
perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan 
tanggapan positif daripada perubahan-perubahan derastis (rasional), 
seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang 
didasarkan pada pembuatan keputusa secara inkremental pada 
dasarnya merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada 
perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini 
dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini 
sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan 
rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. 
Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara 
pelaku pembuat kebujakan akan sangat besar.  
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b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan 
organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat 
mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakaukan 
progenisasi secara derastis. Kegagalan program – program sosial 
banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap 
struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada. 
C. Teori Ketenagakerjaan 
1. Pengertian Tenaga Kerja 
Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan 
/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan 
mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-
undangan yang lama (sebelum Undang-undang No.25 tahun 1997 tentang 
Ketenagakerjaan) menggunakan istilah Buruh. Pada zaman penjajahan 
Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, 
tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut 
sebagi ―Blue  Collar‖. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor 
pemerintah maupun swasta disebut sebagai ―Karyawan/Pegawai‖ (―White 
Collar‖). Pembedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan 
perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas 
dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumui.
54
 
Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh 
halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta 
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baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini di sebut 
dalam Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan yakni Buruh adalah ―barangsiapa yang bekerja 
pada majikan dengan menerima upah‖(pasal 1 ayat 1 a).
55
 
Istilah pekerja secara yuridis baru di temukan dalam Undang-
undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang membedakannya 
dengan pengertian tenga kerja. Dalam Undang-undang ini di sebuut bahwa 
pengertia tenaga kerja adalah ―Setiap orang laki-laki atau wanita yang 
sedang dalam atau melakukan pekerjaan, baik di luar maupun di dalam 
hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakt‖. Dari pengertian ini jelaslah bahwa pengertian 
tenaga kerja sangat luas yakni mencangkup semua penduduk dalam usia 
kerja baik yang sudah bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Usia kerja 
dalam Undang-undang No. 25 tahun 1997 minimal berumur 15 tahun. 
Sedangkan pengertian pekerja adalah ―tenaga kerja yang bekerja di dalam 
hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah‖. Jadi pekerja 
adalah sebagian dari tenaga kerja, dalam hal ini yang sudah mendapat 
pekerjaan. 
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. 
Dalam pasal 1 Undamg-Undang No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-
ketentuan pokok mengenai Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga 
kerja adalah ―Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di luar 
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maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat‖. Penjelasan pasal tersebut 
menyebutkan bahwa pengertian tenaga kerja menurut undang-undang ini 
meliputi ―Tenaga kerja yang bekerja di luar maupun di dalam hubngan 
kerja dengan alat produksi adalah tenaganya sendiri, baik pisik maupun 
pikiran. Ciri khas dari hubungan di atas adalah ia bekerja di bawah 
perintah orang lain dengan menerima upah‖.
56
 
Sedangkan  dalam pasal 1 point 2 Undang-Undang No. 25 tahun 
1997 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah 
―Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam atau melakukan 
pekerjaan, baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna 
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakt‖.
57
 
Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 25 tahun 
1997 tentang ketenagakerjaan diatas, dengan sangat jelas dan menyebut 
secara detail bahwa tenaga kerja terdiri dari orang-orang yang sedang 
melakukan pekerjaan dan orang yang akan melakukan pekerjaan. 
Seterusnya mengenai pengertian tenaga kerja, menurut UU No. 13 
tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa ―tenaga kerja adalah 
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat‖.
58
 Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan 
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bahwa pengunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang 
menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah 
maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian ―Pekerja/buruh 
adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 
dalam bentuk lain.‖    
Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang 
melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan 
kerja tetapi harus bekerja).  




Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
60
 Sedangkan 
menurut DR Payaman tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau 
sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan 
kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara 
praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya 
dibedakan oleh batas umur.
61
 Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja 
yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang 
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menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun 
batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan 
untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 
Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan 
kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah 
tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.
62
 
Dari beberapa pemgertian yang terkait dapat disimpulkan bahwa, 
tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja pada pabrik atau suatu 
perussahaan untuk mendapatkan hasil pendapatan berupa gaji atau upah 
dari hasil produktivitas yang dilakukanya. Jika dilihat dari segi ekonomi, 
tenaga kerja adalah sebagian dari penduduk yang berfungsi ikut serta 
dalam proses produksi dan menghasilkan barang dan jasa.
63
 
2. Hak Tenaga Kerja  
Pembahasan mengenai hak menjadi penting karena sangat 
berkaitan erat dengan posisi manusia terhadap negara dan dengan manusia 
sebagai subjek hukum. Hak yang diadopsi dari bahasa Arab “haq” 
memiliki musuh abadi, yaitu “bathil”. Haq berarti benar dan bathil berarti 
salah atau batal dari benar. Demikian pula dengan bahasa Inggris secara 
langsung hak disebut “right” yang berarti benar, memiliki musuh 
bebuyutan yaitu “wrong” yang berarti salah. Sementara dalam bahasa 
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Indonesia hak tidak mempunyai musuh, hanya berpasangan dengan 
kewajiban atau keharusan saja.
64
 
Dalam bahasa latin istilah hak dan hukum memiliki istilah 
kesamaan kata, yaitu dalam kata “ius”. Tidak hanya itu dalam bahsa 
Jerman, “Recht,” dalam bahsa Belanda “recht,” dan dalam bahasa 




Menurut K. Bertens, Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang 
atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. 
Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan 
dan meganjurkan) bahwa orang lain akan menghormati hak itu. Tetapi bila 
dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang cukup penting 
bahwa hak merupakan klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. 
Sebab, mengatakan klaim begitu saja jelas tidak cukup.
66
 
Sementara menururt Theo Huijbers, dalam arti luas, Hak adalah 
berupa undangan, yakni dipanggil rasa kemurahan hati, belas kasihan, dan 
sebagainya. Umpamanya hak yang timbul atas dasar saling cinta. 
Sedangkan dalam arti sempit menurutnya hak adalah berupa tuntutan 
mutlak yang tidak boleh diganggu gugat. Umpamanya hak, bila seseorang 
tinggal dalam situasi bahaya.
67
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Bagi H.L.A Hart, hak dalam arti modern itu baru bias timbul 
sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap manusia. Dalam pandangan 
Hart, keinsyafan akan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan 




Sementara menurut Franz Magnis-Suseno, sesuatu menjadi hak 
saya, apabila saya dapat menuntut agar sesuatu itu diberikan kepada saya 
dan apabila orang lain wajib memberikan apa yang saya tuntut itu.
69
 
Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang 
diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga 
menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan 
berperilaku dengan cara tertentu.  Kewenangan yang diberikan oleh 
hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek 
hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang 
menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan 




Sumber dari  segala hak yang dimiliki seseorang adalah konstitusi 
negaranaya. Negara dibentuk oleh masyarakat melalui kontrak social 
untuk menjamin terjadinya kelangsungan ketertiban kehidupannya. 
Masyarakat terbentuk dari individu-individu yang hidup bersama dalam 
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suatu wilayah tertentu. Individu adalah manusia yang memiliki hidup. Jadi 
sumber hak adalah hidup itu sendiri, karena setelah manusia mati, maka 
semua haknya lepas dari dirinya.
71
 Negara sebagai tempat lahir, tempat 
hidup dan mati manusia mengatur semua hak manusia yang hidup dalam 
negara itu melalui hukum yang berlaku di negara itu. Sistem hukum suatu 
negara menentukan hak-hak yang dimiliki setiap warga negaranya. 
Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau 
perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai 
dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum 
positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu 
hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum 




Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap 
masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut 
terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap 
hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. 
Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak 
tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada 
hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan 
atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang 
dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan 
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bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak 
untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.
73
 
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera, adil, dan makmur, di mana dalam pelaksanaanya 
membutuhkan peranan tenaga kerja sebagai bagian penting dari pelaku dan 
tujuan pembangunan nsional. Sejalan dengan diperlakukanya peningkatan 
kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, maka 
penigkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusian juga mutlak diperlukan. Perlindungan 
yang dimaksud adalah untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan 
menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 




Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus 
diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua 
tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam 
bidang  keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan 
kerja.
75
 Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 di 
sebutkan bahwa 
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(1) Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas : 
b. Keselamatan dan kesehatan kerja; 
c. Moral dan kesusilaan; dan 
d. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 
nilai-nilai agama.  
(2) Unutk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan 
dan kesehatan kerja. 
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 
merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dan merupakan suatu spesialisasi 
tersendiri, karena di dalam pelaksanaanya disamping dilandasi oleh 
peraturan perundang-undangan  juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, 
terutama ilmu teknik dan medik. Demikin pula keselamatan dan kesehatan 
kerja merupakan masalah yang mengandung banyak aspek, misalnya; 
hukum, ekonomi maupun sosial. Pelaksanaan keselamtan dan kesehatan 
kerja di tempat kerja (perusahaan) dilakukan secara bersama-sama oleh 
pemimpin atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Dalam 
pelaksanaanya pimpinan atau pengurus dapat dibantu oleh petugas 




bersangkutan. Yang dimaksud dengan petugas keselamatan dan kesehatan 
kerja adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian 
dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpnan dan 




Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah 
dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat 
memperoleh haknya sebagai tenaga kerja yang dilindungi keselamatannya 
dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan 
ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam 
pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan 
dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikira itu 
merupakan program perlindungan tenaga kerja, yang dalam praktik sehari-




3. Hak Tenaga Kerja Perempuan 
Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan 
dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. 
Hak Perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam kelompok rentan 
yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan 
hak asasi manusia. Pada umunya pemberian hak bagi perempuan sama 
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dengan hak-hak lain seperti yang telah disebutkan dalam pasal-pasal 
Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia namun dengan alasan tadi maka 
lebih dipertegas lagi. Asas yang mendasari hak bagi perempuan 
diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian 
memiliki hak yang sama seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, 




Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan ‖Ketenagakerjaan adalah 
segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 
selama dan sesudah masa kerja.‖ Seterusnya mengenai pengertian tenaga 
kerja, menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan 
bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri maupun untuk masyarakat.
79
 Dengan demikian dapat kita 
simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja perempuan adalah Seorang 
perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam 
maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 
Mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tenaga kerja 
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perempuan memiliki beberapa kekhususan yang mencerminkan hak-
haknya yaitu: 
1. Hak untuk diperlakukan sama dengan pekerja laki-laki   
Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan ditentukan bahwa ―Setiap pekerja/buruh 
berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari 
pengusaha.‖ Ketentuan ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa 
tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.  
2. Hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan                                                        
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 
82 mengatur hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan. Pekerja 
perempuan berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan 
dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Namun bagi hak ini, keluarga pekerja 
wajib memberi kabar ke perusahaan mengenai kelahiran anaknya dalam 
tujuh hari setelah melahirkan serta wajib memberikan bukti kelahiran 
atau akta kelahiran kepada perusahaan dalam enam bulan setelah 
melahirkan. 
3. Hak perlindungan selama masa kehamilan  
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 
76 ayat 2 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan 
perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya 




pekerja wanita yang sedang hamil, karena pekerja yang sedang hamil 
berada dalam kondisi yang sangat rentan oleh karena itu harus 
dihindarkan dari beban pekerjaan yang berlebih.  
4. Hak cuti keguguran  
Pekerja yang mengalami keguguran juga memiliki hak cuti melahirkan 
selama 1,5 bulan dengan disertai surat keterangan dokter kandungan. 
Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.  
5. Hak untuk mendapatkan biaya persalinan  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan 
sosial tenaga kerja, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 
tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000/bulan 
wajib mengikut sertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Salah 
satu program jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang 
mencakup pemeriksaan dan biaya persalinan.  
6. Hak untuk menyusui  
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. menyatakan bahwa pekerja yang menyusui minimal 
diberi waktu untuk menyusui atau memompa ASI pada waktu jam 
kerja.  
7. Hak cuti menstruasi  
Banyak wanita yang masih belum mengetahui tentang hal ini. Namun 




menstruasi pada hari pertama dan kedua periode haidnya. Hal ini 
tercantum dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 
Berdasarkan perlindungan tenaga kerja Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khusus 
pekerja/buruh perempuan sebagai berikut :  
1. Pekerjaan wanita/perempuan di malam hari diatur dalam Pasal 76 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 
sebagai berikut :  
a. Pekerjaan perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang 
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi.  
b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang 
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 
keselamatan kandungannya maupun dirinya, bila bekerja antara 
pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi,  
c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 
23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi wajib :  
a. Memberikan makanan dan minuman bergizi.  
b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 
c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 





2. Untuk pekerja wanita, terdapat beberapa hak khusus sesuai dengan 
kodrat kewanitaannya, yaitu :  
a. Pekerja wanita yang mengambil cuti haid tidak wajib bekerja pada 
hari pertama dan kedua (Pasal 81 ayat (1)). 
b. Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan 
sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan 
menurut perhitungan dokter kandungan/bidan (Pasal 82 ayat (1)). 
c. Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak 
memperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai ketentuan dokter 
kandungan/bidan (Pasal 82 (2)). 
d. Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui harus diberi 
kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus 
dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83). 
e. Pekerja wanita yang mengambil cuti hamil berhak mendapat upah 














A. Kesimpulan  
1. PT Berlian Inti Mekar merupakan perusahaan yang mengistmewakan 
pentingnya kedsiplinan waktu demi lajunya kinerja perusahaan. Dari hasil 
penelitian yang peniliti lakukan di PT Berlian Inti Mekar Kabupaten Siak 
mengenai Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian 
ASI Ekslusif di saat Jam Kerja belum terlaksana sepenuhnya, sebagaimana 
yang diatur didalam pasal 83 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan 
2. Hambatan penerapan hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian air 
susu ibu ekslusif disaat jam kerja di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan 
Dayun Kabupaten Siak antara lain sebagai berikut. 
a. Faktor Internal  
1) Kurangnya kesadaran PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun 
Kabupaen Siak dalam pemberian hak tenaga kerja wanita.  
2) Keterbatasan ruang bangunan perusahaan dan lokasi pembangunan 
ruang laktasi. 
3) Minimnya jumlah tenaga kerja perempuan di PT Berlian Inti 
Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. 
4) Kurangnya informasi, komunikasi dan pemahaman hukum oleh 
tenaga kerja perempuan di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan 




b. Faktor Eksternal  
1) Kurangnya Pengawasan dan Sosialiasi dari Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 
2) Tidak adanya penegasan sanksi 
 
B. Saran  
1. Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan kinerja organisasinya sehingga 
dapat mendeteksi secara dini tindakan-tindakan yang menyebabkan 
perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan  tidak terlindungi dan tidak 
dipenuhi. Selain itu dinas ketenagakerjaan perlu mengadakan sosialisasi 
mengenai peraturan ketenagakerjaan secara lebih efektif dan efesien. Hal 
ini dilakukan guna meningkatkan pengetahuan tenaga kerja perempuan, 
sehingga pada akhirnya mereka tahu akan hak dan kewajibannya sebagai 
tenaga kerja perempuan. 
2. Perusahaan diharapkan dapat memeberikan waktu dan fasilitas yang 
sepenuhnya dapat melindungi hak tenaga kerja perempuan dalam 
pemberian Air Susu Ibu Eklusif disaat jam kerja. Selain itu, perusahaan 
juga diharapkan dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan serta 
mensosialisasikan peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak tenaga 
kerja perempuan. Bagi tenaga kerja perempuan diharapkan agar lebih aktif 
lagi dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum, sehingga para 
tenaga kerja perempuan tahu akan hak dan kewajiban mereka serta merasa 
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